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PERATUP-4N GLIBERIIT'R I{USA TEI|GGARA TIULIR
NOMOR 20 TAHUil2(}14

TENTANG

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH
BtrNTUK BDSERTA BOBOT BAGI I(DNDARAAN BtrRMOTOR

DAN KENDARAAN BERMOTOIT UtsAII BENTUK DENGAN
TAHUN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2014

DEIYGAI{ RAHMAT TUI{AN YA.ITG MAIIA ESA

GUBERITT'R ITUSA TEI|GGARA TIMUR.

[errimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketenh-ran pasal
13 aya+" (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 26 T'ahun 2O14 tentang penghitungan
Dasar Pengenaal Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Baiik Nama Kendaraal Bermotor Tahun 2014, periu
ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;

b. bahu'a ber:dasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurrf a, periu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan
Bermotor Dan Niiai .liual Ubah Bentuk Beserta Bobot.
Bagr Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor
Ubah Bentuk Dengan Tahun pembuatan Sebelum
Tahun 2014;

Menglagat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun l95g tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Ilegara Republik Indonesia Tahun 19Sg }Iomor 115,
Tambahan Lernbaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 T.ahun I9g7 tentang
Badan Sengketa pajak (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun l99T Nomor l15, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 364g);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun l99Z tentang
Penagihan pajak dengan Surat paksa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2OO0 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 19 Tahun 1997 renrang penagihan pqiak
dengan Surat paksa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0O Nomor 129, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3OSZI; tu

I



5.

5.

+. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437!
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang llomor 12 Tah'.rn 2OO8
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unciang
Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
I\T^h^- //2a|.lrvlrlvr l 1U9,,

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan irmbaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5049);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2014;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17O Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan pajak
Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 2 Tahun 2OlA tentang pajak Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 Nomor O1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa _ Tenggara -rimur Nomor OO44l
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2Ol3
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2OlO tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor OO6, Tambahan
Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0061);

8.

9.

MEMUTUSKAN:

Menetaphan : PERAflIRAtr cIrBERrtt R TElfrArc IfrLAr .IUAL XEI{DARAAT{
BERTOTOR DIIIT NIIAI JUAL I'BAS EEITrI'X BESTRTA
BOB(yr BAGI rEfiID/rRAAIf BERI(}TOR OEr XNTOENEETI
BERU(}NOR UBAE BEITTUI( DENGAI{ TAET'I| rEUrUErAr
SEBELI'U TAEI,II Z'I4.

BAB I
KETEITTUAIT UUUU

Pasa1 I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.2. Kepala Dinas adalah Kepala oinas eendapatan dan Aset Daerah provinsi

Nusa Tenggara Timur. f,



3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraal bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalarn operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen ser+"a kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.

4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang
dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut
bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin
trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.

5. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak
atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB,
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau k'eadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

7. Kendaraan bermotor ubah beniuk adalah kendaraan bermotor yang
mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

8. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan
alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat secara perrnanen.

9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor. yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah
Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

1O. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-
rata yang Ciperoleh da:'i berbagai surnber data yang akurat.

11. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan danl atau tahun yang
ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II
XII,AI JUAL IIEITDARAAIT BERIOTOR I'AN IIILIU.TT'AL

XEITDARAAN BERTOAOR I'BAII BEITTI'K BESERTA BOBOT

Pasal 2

NJKB dengan tahun pembuatan sebelum tahun 2Ol4 ditetapkan
berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama
bulan Desember tahun 2013.
Bobot tingkat kerusakan jalan dan/ atau p€mcemaran linglc.rngan akibat
penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang
nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
Koefisien sama dengan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2i
berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemarErn lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (21

berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas dua kategori :

a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya,
bobotnya 1 (satu); dan

b. mobii barang/beban, bobotnya 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

NJKB, Bobot dan Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan -

merupakan bagian yang tidak t-erpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. L
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(2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum,
dasar pengenaan PKBnya adalah NJKB.

(3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang
tahun pembuatan sebelum tahun 2O14 ditetapkan sebesar 600lo (enam
puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam
Larnpiran I.

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan berrnotor angkutan urnum
orang tahun pembuatan sebelum tahun 2Ol4 ditetapkan sebesar 6O7o
(enam puiuh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran i.

(5) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang
tahun pembuatan sebelum tahun 2014 ditetapkan sebesar 8oo/o (delapan
puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimal<sud dalam
Lampiran I.

(6) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
barang tahun pembuatan sebelum tahun 2Ol4 ditetapkan sebesar SOY.
(delapan puluh persen) Cai. Caear pengenaan BBN-KB sebagairnana
dimaksud dalam Lampiran l.

(7) NJKB sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dijadikan dasar pengenaan
BBN-KB dengan tahun pembuaian sebeium tahun 2014.

Pasal 4

NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB tahun
pembuatan sebelum tahun 2Ol4 ditetapkan berdasarkan hasil
penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam la,mpiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan
bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tahun pembuatan sebelum
tahun 2Ol4 ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat
berat dan alat-alat besar pada minggu pertama buian Desember iahun
20r3.

Pasal 6

NJKB aiat-alat berat dan ala'r-aiat besar sebagainiania dirrraksud dalarrr Pasal 5
ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB uutuk keudaraan
bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 7

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat lll sebagai Dasar
Pengenaan PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini. I

(1)

la\

(1)

(2t



BAB III
XETEITTUAIT PEITUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 2O Tahun 2O72 tentatg Penghitungan Dasar
Pengenaan PKB dan BBN-KB (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2O12 Nomor 02O), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetaokan di Kuoane
pada tLggal a lu!i- 2ot4

Diundangkan di Kupang
pada tanggal a Jud
aE.L,DE"T.

2014
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BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 20

TIfuIUR, 
1


